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   BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan  

 

Penulis menyimpulkan bahwa narapidana  yang  melarikan  diri  

adalah  terpidana  yang  menjalani  pidana  hilang kemerdekaan  dan  

kemudian  menyelamatkan  diri  atau    kabur  dari  lapas  tanpa  tanggung 

jawab.  Pelarian  narapidana pada  lembaga  pemasyarakatan  kelas IIB 

atambua merupakan  suatu masalah yang urgent. Narapidana yang sedang 

menjalani kewajiban yakni hukuman pidana penjara dinilai   tidak 

bertanggung jawab atas kewajibannya apabila melakukan pelarian dari 

Lembaga  pemasyarakatan. Narapidana  seharusnya  bertanggung  jawab  

atas perbuatan yang telah dilakukannya, yakni  dengan  menjalani  hukuman  

hilang  kemerdekaan  didalam Lembaga  pemasyarakatan. Berdasarkan dari 

penelitian yang penulis lakukan penulis menyimpulkan bahwa  faktor dari 

narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas IIB Atambua 

ada 5 (lima) yaitu : 

1. Masa hukuman pidana yang panjang 

2. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai 

3. Kurangnya jumlah petugas pengamanan yang berbanding terbalik 

dengan jumlah narapidana yang ada 

4. Lemahnya pengawasan petugas terhadap narapidana 

5. Narapidana merasakan jenuh berada didalam tahanan 
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Sedangkan    Upaya    penanggulangan    yang    dapat    dilakukan    

untuk    mencegah terjadinya   pelarian   narapidana   yaitu  : 

1. Upaya pre-emtif  

Upaya ini dilakukan dengan   cara   menanamkan nilai/moral 

yang baik kepada narapidana. Sehingga narapidana mampu 

memperbaiki diri dan menjalani masa hukaman pidananya dengan 

penuh  tanggung jawab tanpa mempunyai niat untuk melarikan diri. 

2. Upaya preventif 

Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan kesempatan 

melarikan diri   berupa   penambahan   petugas   pengamanan,   

meningkatkan pengawasan petugas terhadap narapidana dengan 

memberikn pelatihan untuk memperbiki kualitas petugas, memperbaiki, 

menambah  sarana dan  fasilitas keamanan lapas yang kurang memadai 

3. Upaya represif 

Upaya ini dilakukan untuk memberikan sanksi dan hukuman yang 

tegas bagi narapidna yang melarikan diri . 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tersbut penulis memberikan beberapa 

saran diantaranya sebagai berikut : 

1. Ka  Lapas  Selalu  memberikan  evaluasi  dan Pemberian  pengarahan  

terhadap  seluruh petugas  yang  ada  dilapas  untuk  bersikap 

“waspada”. Karena  bekerja dilapas  itu  adalah  pekerjaan  1 x  24 
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jam  dan  tidak  ada  liurnya.  Oleh  karena  itu  setiap petugas  harus  

mananamkan  sikap  berhati  hati,  tidak  mudah  percaya  yakni  

dekat dengan  narapidana,  dan  juga  tidak  telalu  jauh  terhadap 

narapidana.  Selain  itu kebiasaan   kebiasan   seperti   melakuakn    

pengawasan   yang   monoton   terhadap narapidana  seringkali  

menjadi  celah  bagi narapidana  untuk  melarikan diri.  Oleh  karena 

itu perlu  adanya  inovasi-  inovasi  dalam    pengawasan  tersebut  

sehingga  tidak  terlihat monoton. 

2. Untuk   menekan pelarian   Setiap   petugas   pemasyarakatan 

khususnya   petugas keamanan dan  pembinaan harus mampu 

melakukan pendekatan presuasif terhadap narapidana,  yakni  selalu  

meyakinkan  mereka dengan  pemberian  moral - moral  yang baik. 

Sehingga pelarian tersebut dapat dicegah sejak dini. 

3. Direktorat jendral pemasyarakatan harus berbenah untuk mengatasi 

fasilitas -fasilitas keamanan  yang  ada  pada  bangunan  lapas.  Dari  

sisi  keamanan  bangunan  lapas  jika ada  yang  rusak  harus  segera 

diperbaiki,  karena  dengan kondisi  bangunan  yang memadai dan 

aman akan menciptakan kondisi yang kondusif didalam Lapas. 

4. Kepala  lapas  ataupun  pejabat  selalu  memberikan  penyuluhan  

terhadap narapidana, untuk tidak mencoba berniat melarikan diri dari 

Lapas 
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